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ABSTRAK 

Penolakan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Rambah Samo terhadap 

perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Asahan Indah (PT. SAI) diawali 

dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembangunan plasma seluas 20% sesuai 

amanat Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 

PT. SAI mengaku telah memfasilitasi pembangunan plasma di desa-desa yang 

bersempadan dengan perusahaan sebagai syarat perpanjangan HGU, akan tetapi 

pada kenyataannya pembangunan plasma belum secara merata dilakukan karena 

perusahaan hanya akan memfasilitasi plasma dari lahan yang disediakan 

masyarakat, bukan dari lahan HGU PT. SAI. Rumusan masalah yang akan 

dibahas yaitu: 1) Bagaimana proses perpanjangan HGU untuk perkebunan kelapa 

sawit PT. SAI? 2) Bagaimana kesepakatan masyarakat 6 desa dan PT. SAI dalam 

pembangunan inti plasma seluas 20% sebagai syarat perpanjangan HGU PT.SAI ? 

3) Bagaimana penyelesaian konflik dalam proses pengajuan perpanjangan HGU 

PT. SAI?. Penelitian ini dilakukan di PT. Sawit Asahan Indah, Kecamatan 

Rambah Samo, Rokan Hulu, Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis 

empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi 

dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan 

secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) 

Perpanjangan HGU PT. SAI tidak dapat diberikan selama tuntutan masyarakat 

belum dipenuhi; 2) Selama beroperasi, PT.SAI telah melakukan TJSP, namun 

untuk pembangunan kebun masyarakat 20% dari luas HGU belum dilaksanakan 

secara transparan sehingga perusahaan dituntut untuk segera melaksanakannya; 3) 

Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mediasi yang hasilnya adalah 

mewajibkan perusahaan segera memenuhi tuntutan masyarakat dengan 

membangun kebun plasma dari 20% lahan HGU PT. SAI. 

 

Kata Kunci: Kemitraan Inti-Plasma, Hak Guna Usaha, Penyelesaian 

Konflik.  

 

 


